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Abstract
The human right violation occured at the past like 30 September  Indonesia’s Communist Party Affair,
The attack of  Indonesia’s Democratic Party headquarter at Diponegoro street in which most popular
named 27 July affair, Trisakti violence ceases, The first and  second  Semanggi, need to be accomplished
by Reconsiliation and  Truth  Comission. The prospect of  Reconsiliation and  Truth  Comission is quite
clear and good as own strong  legal base, as decrees of People’s Consultative Assembly No. V/MPR/2000
and the law number 26 of 2000 concerning Human Right Court. The People’s Consulative assembly recom-
mendation is needed for the establishment Reconsiliation and truth Commission as alternative choice to
settle the past human right violation
Key Words:  The Human Right.
A. Pendahuluan
Undang-undang Dasar Negara Republik In-
donesia Tahun 1945 di dalam Pasal 1 ayat (3)
menegaskan bahwa Negara Indonesia adalah
negara hukum. Sebagai negara hukum, negara
dalam hal ini pemerintah sebagai
penyelenggara negara maupun lembaga-
lembaga negara lainnya di dalam
melaksanakan tindakan apapun harus
didasarkan  hukum atau dapat dipertanggung-
jawabkan secara hukum. Suatu negara hukum
menurut Sri Soemantri harus memenuhi
beberapa unsur yaitu
1. Pemerintah dalam melaksanakan tugas
dan kewajibannya harus berdasar atas
hukum atau peraturan perundang-
undangan.
2. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi
manusia (warga negara).
3. Adanya pembagian kekuasaan dalam
negara.
4. Adanya pengawasan dari badan-badan
peradilan. (Sri Sumantri dalam Mien
Rukmini,2003 : 1).
Salah satu unsur pokok negara hukum
yaitu adanya jaminan terhadap hak asasi
manusia bagi Bangsa Indonesia bukan
merupakan hal yang baru. Dalam perjalanan
sejarah Bangsa Indonesia sejak jaman
kemerdekaan sudah nampak adanya
penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Hal tersebut terlihat jelas dalam tonggak
sejarah perjuangan pergerakan kemerdekaan
Indonesia sebagai berikut:
1. Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, yang
diawali dengan lahirnya berbagai
pergerakan kemerdekaan pada awal abad
20, menunjukkan kebangkitan bangsa In-
donesia untuk membebaskan diri dari
penjajahan bangsa lain.
2. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober
1928, membuktikan bahwa bangsa Indo-
nesia menyadari haknya sebagai satu
bangsa yang bertanah air satu dan
menjunjung satu bahasa persatuan Indo-
nesia.
3. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada
tanggal 17 Agustus 1945 merupakan
puncak perjuangan pergerakan
kemerdekaan Indonesia diikuti dengan
penetapan Undang-Undang Dasar 1945
pada tanggal 18 Agustus 1945 yang dalam
Pembukaannya mengamanatkan :
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“Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu
ialah hak segala bangsa. Oleh karena itu
penjajahan di atas dunia harus dihapuskan
karena tidak sesuai dengan
perikemanusiaan dan perikeadilan”.
Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan
aturan dasar yang sangat pokok,
termasuk hak asasi manusia.
4. Rumusan hak asasi manusia dalam
sejarah ketatanegaraan Indonesia secara
eksplisit juga telah dicantumkan dalam
Undang-Undang Dasar Republik Indone-
sia Serikat dan Undang-Undang Dasar
Sementara 1950. Kedua konstitusi
tersebut mencantumkan secara rinci
ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi
manusia. Dalam sidang Konstituante
upaya untuk merumuskan naskah tentang
hak asasi manusia juga telah dilakukan.
5. Dengan tekad melaksanakan Undang-
Undang Dasar 1945 secara murni dan
konsekuen, maka pada Sidang Umum
MPRS tahun 1966 telah ditetapkan
Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Indonesia Sementara Nomor XIV/
MPRS/1966 tentang Pembentukan
Panitia Ad Hoc untuk menyiapkan
Dokumen Rancangan Piagam Hak Asasi
Manusia dan Hak-hak serta Kewajiban
Warga Negara. Berdasarkan Keputusan
Pimpinan MPRS tanggal   6 Maret 1967
Nomor 24/B/1967, hasil kerja Panitia Ad
Hoc diterima untuk dibahas pada
persidangan berikutnya. Namun pada
Sidang Umum MPRS tahun 1968
Rancangan Piagam tersebut tidak dibahas
karena Sidang lebih mengutamakan
membahas masalah mendesak yang
berkaitan dengan rehabilitasi dan
konsolidasi nasional setelah terjadi tragedi
nasional berupa pemberontakan G-30-S/
PKI pada tahun 1965, dan menata kembali
kehidupan nasional berdasarkan
Pancasila dan Undang-Undang Dasar
1945.
6. Terbentuknya Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia berdasarkan Keputusan
Presiden Nomor 50 Tahun 1993, yang
mendapat tanggapan positif masyarakat
menunjukkan besarnya perhatian bangsa
Indonesia terhadap masalah penegakan
hak asasi manusia, sehingga lebih
mendorong bangsa Indonesia untuk
segera merumuskan hak asasi manusia
menurut sudut pandang bangsa Indone-
sia.
7. Kemajuan mengenai perumusan tentang
hak asasi manusia tercapai ketika Sidang
Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat
Indonesia tahun 1998 telah tercantum
dalam Garis-garis Besar Haluan Negara
secara lebih rinci. (Ketetapan MPR No.
XVII/MPR/1998).
Perhatian yang besar terhadap masalah
Hak Asasi Manusia ini lebih ditunjukkan lagi
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan
disusul dengan keluarnya Undang-Undang
Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusia. Kalau secara yuridis formal
maka ketentuan perundang-undangan yang
mengatur masalah Hak Asasi Manusia di In-
donesia dipandang sudah memadai,  tetapi
persoalannya bukan hanya adanya ketentuan-
ketentuan perundang-undangan itu saja yang
lebih penting adalah bagaimana
implementasinya di masyarakat
Antonius Sujata mensinyalir banyak
kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia
yang hilang dan masyarakat menganggap
kasus-kasus Hak Asasi Manusia itu tidak ada
penyelesaiannya. Peradilan HAM meskipin
hanya mencakup pelanggaran HAM berat
dimaksudkan untuk meminimalisir hilangnya
kasus-kasus pelanggaran HAM sebagaimana
selama ini dirasakan oleh masyarakat. Dalam
satu telaah mengenai keruntuhan Orde Baru
yang dikaitkan dengan pelanggaran HAM
dimulai ketika penguasa Orde Baru melakukan
pelanggaran HAM maka pada saat itulah ia
mulai menanamkan bibit keruntuhan
kekuasaan. Pelanggaran HAM merupakan
salah satu sebab kegagalan Orde Baru
(Antonius Sujata, 2000 : 55).
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Upaya penyelesaian pelanggaraan Hak
Asasi Manusia berat yang terjadi pada masa
lalu memang telah diberi tempat di dalam
Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.  Penyelesaian
pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dalam
kasus Tanjung Priok maupun kasus
pelanggaran Hak Asasi Manusia di Timor Timur
diakui belum mencerminkan rasa keadilan
masyarakat. pengadilan-pengadilan yang
dilaksanakan nampak hanya untuk memenuhi
tuntutan masyarakat Internasional dan
memenuhi amanat undang-undang saja.
Putusan-putusan yang dijatuhkan oleh
Pengadilan HAM Ad Hoc itu dirasa belum
memenuhi rasa keadilan terutama bagi korban
pelanggaran HAM berat itu.
Adanya peluang penyelesaian
pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat
melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi sebagaimana dimungkinkan oleh
Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia harus
dipandang sebagai alternatif lain yang lebih
memberikan keadilan kepada masyarakat
khususnya para korban dan pelaku
pelanggaran Hak Asasi Manusia berat itu
sendiri.
B. Perkara Pelanggaran Ham Berat Masa
Lalu Yang Dapat Diselesaikan Melalui
Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi
Diakui atau tidak sejarah bangsa Indone-
sia telah mencatat berbagai penderitaan,
kesengsaraan dan kesenjangan sosial yang
disebabkan oleh perilaku tidak adil dan
diskriminatif atas dasar etnis ras warna kulit
budaya bahasa agama golongan jenis kelamin
dan status sosial lainnya. Perilaku tidak adil
dan diskriminatif tersebut merupakan
pelanggaran Hak Asasi Manusia baik yang
bersifat verikal (dilakukan oleh aparat negara
terhadap warga negara atau sebaliknya) dan
horizontal (antar warga negara itu sendiri) tidak
sedikit yang masuk dalam pelanggaran Hak
Asasi Manusia yang berat (Gross Violation of
Human Rights).
Dalam kenyataannya selama lebih dari
lima puluh tahun usia Republik Indonesia
pelaksanaan penghormatan perlindungan atau
penegakan Hak Asasi Manusia masih jauh dari
memuaskan. Hal tersebut tercermin dari
kejadian-kejadian penangkapan penahanan
yang tidak sah, penculikan aktifitas-aktifitas
penganiayaan perkosaan penghancuran rumah
ibadah dan sebagainya. Disamping itu terjadi
pula penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat
negara yang seharusnya menjadi penegak
hukum pemeliharaan keamanan dan
perlindungan masyarakat tetapi justru
mengintimidasi,  menganiaya sampai
penghilangan nyawa manusia tanpa proses
hukum. Walaupun nyata-nyata ada
pelanggaran Hak Asasi Manusia akan tetapi
perlu diketahui bahwa tidak semua pelanggaran
Hak Asasi Manusia itu dapat diadili di
Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pengadilan
Hak Asasi Manusia hanya berwenang mengadili
pelanggaran Hak Asasi Manusia berat saja.
Untuk mengetahui kriteria pelanggaran
Hak Asasi Manusia berat dapat dilihat dalam
pasal 7 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000
tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
dinyatakan :
Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat meliputi:
1. Kejahatan Genosida
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan
Selanjutnya dalam pasal 8:
Kejahatan genosida sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap
perbuatan yang dilakukan dengan maksud
untuk menghancurkan atau memusnahkan
seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras,
kelompok etnis, kelompok agama, dengan
cara:
1. Membunuh anggota kelompok;
2. Mengakibatkan penderitaan fisik atau
mental yang berat terhadap anggota-
anggota kelompok;
3. Menciptakan kondisi kehidupan kelompok
yang akan mengakibatkan kemusnahan
secara fisik baik seluruh atau
sebagiannya;
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4. Memaksakan tindakan-tindakan yang
bertujuan mencegah kelahiran di dalam
kelompok; atau
5. Memindahkan secara paksa anak-anak
dari kelompok tertentu ke kelompok lain.
Pasal 9
Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai-
mana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah
salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai
bagian dari serangan yang meluas atau
sistematik yang diketahuinya bahwa serangan





4. Pengusiran atau pemindahan penduduk
secara paksa;
5. Perampasan kemerdekaan atau
perampasan kebebasan fisik lain secara
sewenang-wenang yang melanggar (asas-
asas) ketentuan pokok hukum
internasional;
6. Penyiksaan;
7. Perkosaan, perbudakan seksual,
pelacuran secara paksa, pemaksanaan
kehamilan, pemandulan atau sterilisasi
secara paksa atau bentuk-bentuk
kekerasan seksual lain yang setara;
8. Penganiayaan terhadap suatu kelompok
tertentu atau perkumpulan yang didasari
persamaan paham politik, ras,
kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis
kelamin atau alasan lain yang telah diakui
secara universal sebagai hal yang dilarang
menurut hukum internasional;
9. Penghilangan orang secara paksa; atau
10. Kejahatan apartheid.
Dari kriteria pelanggaran Hak Asasi
Manusia berat itulah kita bisa menentukan
pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi Manusia
berat yang terjadi pada masa lalu yang bisa
masuk dan diselesaikan melalui Komisi
Kebenaran dan Rekonsilisasi :
1. Peristiwa Gerakan 30 September (G 30
S) PKI tahun 1965.
Berdasarkan fakta-fakta yang menyangkut
banyaknya jumlah korban tewas
penculikan, penghilangan paksa
penganiayaan fisik dan mental yang berat
maka kasus itu dapat diduga masuk
sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia
berat. Penyelesaian melalui Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi diharapkan
akan dapat diperoleh status politik yang
jelas bagi para anggota PKI.
2. Peristiwa pembunuhan terhadap orang-
orang yang diduga sebagai penjahat yang
dikenal sebagai Operasi Pemberantasan
Kejahatan (OPK). Banyak ditemukan or-
ang mati secara misterius dengan cara
Penembakan Misterius (Petrus). Tidak
ada aparat keamanan yang mengakui
kegiatan misterius itu tetapi faktanya
banyak orang mati ditembak tanpa
melalui proses hukum.
3. Peristiwa Tanjung Priok tahun 1984.
Peristiwa ini merupakan perlawanan
kelompok Islam terhadap berlakunya Azas
Tunggal Pancasila yang direspon sangat
represif oleh aparat keamanan sehingga
terjadi bentrokan berdarah di Tanjung
Priok, puluhan orang mati, hilang tidak
diketahui kuburnya sampai sekarang.
4. Penetapan Aceh sebagai Daerah Operasi
Militer (DOM) tahun 1988 – 1998.
5. Peristiwa Talangsari Lampung tahun 1989.
6. Peristiwa penyerbuan kantor DPP PDI di
JAkarta tanggal 27 Juli 1996. Penyerbuan
dilakukan oleh sekelompok massa yang
tidak dikenal yang didukung oleh aparat
keamanan secara sistematis ke kantor
DPP PDI sehingga menimbulkan korban
nyawa dan orang hilang yang cukup besar
jumlahnya.
7. Peristiwa penembahan mahasiswa Tri
Sakti tahun 1998 yang akhirnya
berkembang menjadi kerusuhan Mei 1998
di Jakarta dan Solo menelan korban harta
benda dan nyawa orang yang cukup besar.
8. Kasus Semanggi I dan Semanggi II.
Kasus Semanggi I adalah tindakan represif
dilakukan oleh aparat keamanan terhadap
mahasiswa yang berusaha menggagalkan
sidang istimewa MPR. Semanggi II adalah
tindakan represif yang dilakukan oleh aparat
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pemerintah terhadap mahasiswa yang menolak
Rancangan Undang-Undang Keadaan Bahaya.
Kasus-kasus pelanggaran Hak Asasi
Manusia berat yang diduga terjadi dalam
peristiwa-peristiwa itulah yang potensial untuk
diselesaikan melalui Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi.
C. Prospek Pembentukan Komisi
Kebenaran Dan Rekonsiliasi Sebagai
Alternatif Lain Dalam Penyelesaian
Pelanggaran Ham
Ketika Pemerintah bersama-sama dengan
DPR mengeluarkan Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia diharapkan akan menjadi dasar bagi
penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia
berat yang terjadi pada masa lalu. Akan tetapi
ternyata untuk mewujudkan peradilan Hak
Asasi Manusia di Indonesia tidak sesederhana
bayangan orang. Romli Artasasmita mencatat
ada 6 (enam) hal yang menghambat :
1. Masalah pelanggaran hak asasi manusia
merupakan peristiwa baru bagi bangsa In-
donesia.
2. Suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia
tidak identik dengan kejahatan biasa
sebagaimana telah diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana atau
Undang-undang pidana khusus yang
berlaku. Pelanggaran hak asasi manusia
bersifat universal sedangkan pelanggaran
hukum pidana secara esensial merupakan
merupakan pelanggaran atas tatanan adat
istiadat, kultural, sosial dari suatu bangsa
sekalipun terhadap beberapa kualitas
tindak pidana memilki kesamaan pandang
diantara masyarakat bangsa-bangsa.
3. Lembaga yang sudah ada belum terbiasa
menangani pelanggaran hak asasi
manusia dan yurisprudensi hak asasi
manusia belum banyak dan berasal dari
suatu mahkamah ad-Hoc.
4. Larangan pemakaian penafsiran secara
analogi sudah diakui dalam sistem hukum
pidana di seluruh negara termasuk Indo-
nesia. Jika penafsiran tersebut tetap
dipergunakan dalam kasus pelanggaran
hak asasi manusia, maka pemerintah telah
memandang kasus tersebut sebagai
kejahatan biasa (ordinary crimes)
sehingga mengurangi makna dan esensi
dari pelanggaran hak asasi manusia itu
sendiri dan sekaligus secara tidak
langsung memberikan celah hukum yang
kuat bagi PBB untuk membentuk
Mahkamah Ad-Hoc Internasional bagi
pelanggaran HAM di Indonesia.
5. Tuntutan masyarakat Internasional melalui
PBB agar pemerintah secara serius
menangani pelanggaran hak asasi
manusia di Indonesia termasuk Timor-
Timur sangat sulit untuk dihindarkan atau
diabaikan pemerintah Indonesia.
6. Pemakaian asas tidak berlaku surut atau
non-retroactive principle sebagai asas
universal juga dilematis karena asas ini
disatu sisi dianut dalam suatu ICC dan
system hukum pidana Indonesia serta
hampir seluruh negara menganutnya.
Namun di sisi lain dalam praktek
Mahkamah Ad-Hoc di Ruanda dan negara
bekas jajahan Yugoslavia, dan juga dalam
UU Pengadilan Ad-Hoc Khamer Merah
(1999) asas berlaku surut tetap
diberlakukan sekalipun untuk satu kurun
waktu tertentu saja (Romli Atmasasmita,
2000 : 4 – 6).
Selain 6 (enam) hal tersebut diatas yang
menjadi faktor penghambat dalam penegakan
pelanggaran HAM, ternyata UU No. 26 Tahun
2000 yang dijadikan dasar bagi penegakan
pelanggaran HAM juga banyak
kekurangannya, ketidakjelasan yang
mengundang kontroversial dengan berbagai
penafsiran. Ada beberapa pasal yang sangat
mengganggu bahkan bisa dikatakan
menghambat pelaksanaan penegakan hukum
dibidang HAM, antara lain sebagai berikut :
Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000, adalah salah
satu pasal yang akhir-akhir ini mendapat
sorotan, menjadi perdebatan antara KPP HAM
dengan Militer. Adapun bunyi pasal 43 UU No.
26 Tahun 2000 adalah sebagai  berikut :
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(1) Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat
terjadi sebelum diundangkannya Undang-
Undang ini, diperiksa dan diputus oleh
Pengadilan HAM ad-hoc.
(2) Pengadilan HAM ad-hoc sebgaimana
dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia
berdasarkan peristiwa tertentu dengan
keputusan Presiden.
(3) Pengadilan HAM ad-hoc sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) berada di lingkungan
Peradilan Umum.
Berdasar pasal 43 ayat (2) pengadilan Hak
Asasi Manusia Ad Hoc keberadaannya menjadi
otoritas DPR. Apabila DPR tidak menganggap suatu
peristiwa yang diduga sebgai pelanggaran Hak Asasi
Manusia itu sebagai pelanggaran Hak Asasi
Manusia berat maka tidak ada rekomendasi
pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc. Disinilah
titik kesulitan penyelesaian pelanggaran Hak Asasi
Manusia melalui pasal 43 Undang-undang
Pengadilan Hak Asasi Manusia.
Dalam kasus dugaan pelanggaran HAM berat
kasus Trisakti dan Semanggi I dan Semanggi II
masyarakat keras menuntut diadilinya perkara itu
di Pengadilan HAM Ad Hoc tetapi ketika DPR
berpendapat lain dengan menyatakan kasus itu
bukan merupakan pelanggarn HAM Berat maka
tidak ada penyelesaian melalui Pengadilan HAM
Ad Hoc. Keluarga korban kecewa, masyarakat
kecewa tetapi memang itulah aturan hukumnya.
Alternatif lain diberikan oleh Undang-Undang Nomor
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia untuk menyelesaikan perkara pelanggaran
Hak Asasi Manusia berat masa lalu dengan melalui
pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang akan
dibentuk dengan suatu Undang-Undang
dimaksudkan sebagai lembaga ekstra yudisial yang
bertugas untuk menegakkan kebenaran dengan
menyingkirkan penyalahgunaan kekuasaan dan
pelanggaran Hak Asasi Manusia pada masa lampau
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan
melaksanakan rekonsiliasi dalam perspektif
kepentingan bersama sebagai bangsa (Penjelasan
Undang-Undang No. 26 Tahun 2000). Melalui
pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
inilah alternatif lain untuk menyelesaikan
pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lalu yang
mengalami kebuntuan.
Dasar hukum pembentukan Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi sudah jelas yaitu :
1. Ketetapan MPR RI No. V/MPR/2000 tentang
Pemantapan kesatuan-kesatuan nasional,
yang ditetapkan tanggal 18 Agustus 2000 pada
Bab V tentang Kaidah Pelaksanaan angka 3
mengamanatkan sebgai berikut :
“Membentuk Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi Nasional sebagai lembaga Ekstra
Judisial yang jumlah anggotanya dan
kriterianya ditetapkan dengan Undang-Undang.
Komisi ini bertugas untuk menegakkan
kebenaran dengan mengungakapkan
penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran
Hak asasi Manusia pada masa lampau sesuai
dengan ketentuan hukum dan perundang-
undangan yang berlaku dan melaksanakan
rekonsiliasi dalam perspektif kepentingan
bersama sebagai bangsa. Langkah-langkah
setelah pengungkapan kebenaran dapat
dilakukan pengakuan kesalahan, permohonan
maaf, pemberian maaf perdamaian, penegakan
hukum, amnesti, rehabilitasi atau alternatif lain
yang bermanfaat untuk menegakkan persatuan
dan kesatuan bangsa dengan sepenuhnya
memperhatikan rasa keadilan dalam
masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang
Pengadilan Hak Asasi Manusia yang disahkan
dan diundangkan tanggal 23 Nopember 2000
pada pasal 47 mengamanatkan sebagai
berikut:
Ayat (1) : Pelanggaran Hak Asasi Manusia
berat yang terjadi sebelum ber-
lakunya Undang-undang ini tidak
menutup kemungkinan penyele-
saiannya dilakukan oleh Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi.
Ayat (2) : Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1) dibentuk dengan Undang-
undang
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Di negara-negara lain keberadaan The
Commision of truth and Reconciliation atau
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi bukan
merupakan badan yang lahir karena ditetapkan
oleh sebuah konvensi ataupun statuta PBB.
akan tetapi karena kebutuhan untuk
mengidentifikasi dan menyelesaikan
pelanggaran Hak Asasi Manusia di suatu
Negara. Negara-negara di Amerika Latin yang
pernah mendayagunakan Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi ini adalah Argentina, Chili El
Salvador dan Guatemala sedangkan di Afrika
adalah Uganda dan Afrika Selatan. Diantara
keenam negara itu yang pernah menggunakan
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi  maka dua
negara diantaranya El Salvador dan Guatemala
di fasilitasi oleh kantor Komisi Tinggi Hak Asasi
Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau
Office of United Nations High Commision for
Human Right  yang berkedudukan di Jenewa.
Diantara keenam negara tersebut yang
paling sukses adalah Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi di Afrika Selatan yang terdiri dari
Sub Komisi Pelanggaran Hak Asasi Manusia
yang bertanggung jawab memberi status
korban kepada individu-individu, Sub Komisi
Amnesti yang bertanggung jawab memberi
amnesti kepada para pelaku yang terbukti
membuat kesalahan dan kejahatan politis, Sub
Komisi Reparasi dan Rehabilitasi kepada
korban pelanggaran hak asasi manusia.
(Majalah Gamma, 18 Desember 2001: 49- 53).
Indonesia negara yang berdasar falsafah
Pancasila, berbudaya, menjunjung nilai-nilai
kebersamaan, saling menghormati satu sama
lain, maka potensi penyelesaian pelanggaran
masa lalu melalui Komisi Kebenaran dan
Rekonsiliasi optimis dapat terwujud.
D. Penutup
Dari uraian yang terdahulu ditarik
kesimpulan sebgai berikut :
1. Pelanggaran-pelanggaran Hak Asasi
Manusia berat yang terjadi di Indonesia
pada masa lampau seperti peristiwa
Gerakan 30 September PKI, peristiwa
penyerbuan markas PDI di Jalan
Diponegoro Jakarta yang terkenal sebagai
kasus 27 Juli, kasus pelanggaran Trisakti
maupun Semanggi I dan Semanggi II
potensial untuk diselesaikan melalui
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.
2. Prospek pembentukan Komisi Kebenaran
dan Rekonsiliasi di Indonesia sangat jelas
dan baik karena sudah memiliki dasar
hukum yang kuat yaitu Ketetapan MPR
No. V/MPR/2000 dan Undang-Undang No.
26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
Asasi Manusi Ad Hoc yang sangat
tergantung kepada rekomendasi DPR
menjadikan pembentukan Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi merupakan
alternatif lain dalam penyelesaian
pelanggaran Hak Asasi Manusia berat
yang terjadi pada masa lalu.
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